SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 8/PL.03.2-Kpt/1277/KPU-KOTA/II/2018

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) huruf i
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa tugas
dan wewenang KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan
Pemilu Bupati/Walikota meliputi salah satunya adalah
menetapkan pasangan calon Bupati/Walikota yang telah
memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Padangsidimpuan tentang Penetapan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun
2018.
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189) -
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor .101; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang;Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 “Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kab/Kota sebagaimana telah diubah - terakhir dengan
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Memperhatikan: 1.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010 tentang Perubahan atas 6 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 37 Tahun 2008; v

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariatt Jenderal Komisi Pemilihan  Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  Kab/Kota
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/ ,Koté;

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017.tentang Norma,
Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahas
Atas Peraturan KPU Nomor. 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Waiikota dan Wakil
Walikota.

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidimpuan
Nomor: 10/BA/II[/2018 tentang Penetapan Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota ‘Padangsidimpuan
Tahun 2018. '
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MEMUTUSKAN: _

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018;

Kesatu : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;

Kedua : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Képutusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
P 0. \PADANGSIDIMPUAN ttd.

ARBANUR RASYID
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LAMPIRAN
KEFPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 8/PL.03.2-Kpt/1277/KPU-KOTA/I1/2018
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2018

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

‘PADANGSIDIMPUAN
HUKUM DAN PENGAWASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID
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NO HARI, TGL JAM (WIB) . ‘NAMA PARPOL/GABUNGAN PARPOL YANG JUMLAH
PENDAFTARAN PASANGAN CALON MENGAJUKAN PASANGAN CALON PEROLEHAN
‘ KURSI
Partai Kebangkitan Bangsa
: Partai Bulan Bintang
1 | Senin, 08 Januari 2018 | 14.00 WIB | H. Muhammad Isnandar Nasutlon,)S-SOS/ Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 12
DR. H. Ali Pada Harahap, M.Pd Partai Nasional Demokrat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2 | Selasa, 09 Januari 2018 | 13.30 WIB Irsan Efendi Nasution, SH/ )
Ir. H. Arwin Siregar, MM SEcoranzan
B Partai Gerakan Indonesia Raya
: . . Partai Amanat Nasional
3 | Rabu, 10 Januari 2018 | 11.00 WIB H. Rusydi Nasution, S.T.P., M.M/ Partai Hati Nurani Rakyat 12
Drs. H. Abd. Rosad Lubis, MM y .
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Keadilan Sejahtera
Salinan sesuai dengan aslinya T Ditetapkan di : Padangsidimpuan
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN U Pada tanggal 1 12 Februari 2018




